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Intellectual Property Rights are very broad in scope include rights arising from the
creativity and productivity of human intellectual ability. Intellectual Property Rights
become one of the issues in the international arena and in the 20th century global
agreement for countries to incorporate the concept of intellectual property rights set
forth as Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs
Agreement), which is part of the WTO Agreement. The emergence of the ASEAN
Declaration on the ASEAN Community as an area of peaceful, free and neutral
(zone of peace, freedom and neutrality declaration), is one manifestation of the
emergence of the ASEAN Economic Community. From this research problem
formulation taken How Intellectual Property Rights For Safeguard Against Legal
Business Actors Facing MEA 2015 Results and discussion In the free trade in the ASEAN
Economic Community will be the inclusion of products sold freely from ASEAN
countries, can you imagine if all the goods are free to be marketed in Indonesia,
then creativity and innovation, businesses to be protected it must register the brand
well trademarks and service marks, so that the government can conduct legal
protection What is more able had a positive impact in the face of MEA, 2015.
Keywords : Asean Economic Community, Intellectual Property Rights.
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan suatu bangsa
dimulai dengan adanya peningkatan
di segala bidang terutama di bidang
teknologi dan ekonomi,
perkembangan ini akan membawa
dampak yang besar bagi Negara
terutama Indonesia. Indonesia
sebagai salah satu negara
berkembang ingin mewujudkan cita-
cita Bangsa Indonesia yang mana
tertuang dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yakni




Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan




abadi dan keadilan sosial”
Pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia




bangsa Indonesia memajukan negeri
dengan segala kekuatan yang dimiliki
baik itu peningkatan pertahanan,
keamanan, maupun perekonomian
yang menjadi  salah  satu aspek
penting dalam pembangunan.
Berkaitan dengan perekonomian
akan berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan manusia, manusia tidak
akan bisa hidup sendiri, manusia
membutuhkan orang lain dalam
pemenuhan kebutuhannya hal ini
dikarenakan manusia itu adalah zoon
politicon artinya manusia adalah
makhluk sosial yang membutuhkan
manusia lainnya dalam pemenuhan
kebutuhan tersebut. kebutuhan
tersebut tidak hanya dibidang
ekonomi saja akan tetapi berkaitan
juga dengan Hak Kekayaan
Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual
ruang lingkupnya sangat luas meliputi
berbagai hak yang timbul dari hasil
kreatifitas dan produktifitas
kemampuan intelektualitas manusia.
Oleh karena itu Hak Kekayaan
Intelektual merupakan salah satu
faktor penting dalam lajunya
pertumbuhan perekonomian karena
dengan adanya Hak Kekayaan
Intelektual negara mendapatkan
pendapatan pajak yang berasal dari
Hak Kekayaan Intelektual, apabila
Hak Kekayaan Intelektual dikelola
secara baik maka akan dapat
menjadi salah satu alternatif
pendapatan negara,144 selain
pertumbuhan ekonomi akan
meningkat, teknologi, kreasi dan
inovasi akan juga akan meningkat.
Hak Kekayaan Intelektual
menjadi salah satu isu dalam dunia
internasional dan pada abad ke-20
tercapai kesepakatan global negara-
negara untuk memasukkan konsep
hak kekayaan intelektual yang
tertuang  sebagai Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs Agreement)
yang merupakan bagian dari WTO
Agreement. Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs Agreement)
merupakan perjanjian internasional
yang mempunyai peranan penting,
yakni  negara tidak dapat
menerapkan sistem hak kekayaan
intelektual tanpa ada referensi khusus
dari sebuah perjanjian internasional
khususnya TRIPs. Secara normatif
tujuan TRIPs Agreement sangat baik,
yaitu untuk memberi perlindungan HKI
dan prosedur penegakkan hukum
dengan menerapkan tindakan-
tindakan yang menciptakan
perdagangan yang sehat serta
memacu invensi baru di bidang
teknologi.145
Dengan adanya TRIPs ini
Indonesiapun meratifikasi beberapa
konvensi atau traktat internasional
antara lain Konvensi Paris yang
diratifikasi melalui Keppres Nomor 15
Tahun 1997, Patent Cooperation
Treaty yang diratifikasi melalui
Keppres Nomor 16 Tahun 1997, Trade
Mark Law Treaty diratifikasi melalui
Keppres Nomor 17 Tahun 1997 serta
WIPO copyrights Treaty yang
diratifikasi melalui Keppres Nomor 19
Tahun 1997. Hal ini merupakan salah
satu wujud kepastian hukum yang
melindungi masyarakat dari
pembajakan dan pelanggaran Hak
144 Candra Irawan, Aspek Hukum Hak Cipta,
Paten Dan Merek Di Indonesia, Penerbit : Unib
Press, Universitas Bengkulu, 2003, Hlm. 4.
145 Candra Irawan, Politik Hukum Hak
Kekayaan Intelektual Indonesia, Penerbit:




Kekayaan Intelektual lainnya. Untuk
melindungi masyarakat pemerintah
telah membuat Undang-Undang Hak
Kekayaan Intelektual antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2001 Tentang Paten
2. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000 tentang Varietas
Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Disain
Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32




ditujukan agar dapat melindungi
semua asset yang berkaitan dengan
kekayaan intelektual dari orang atau
sekelompok orang yang
menghasilkan karya, cipta, desain,
temuan yang dapat bermanfaat
bagi banyak orang. Dengan
beberapa peraturan-peraturan ini
Indonesia telah melakukan
memberikan kepastian hukum dalam
bidang Hak Kekayaan Intelektual,
akan tetapi dilihat saat ini
perekonomian bangsa pertumbuhan
masyarakat yang menginginkan
pemenuhan  kebutuhan yang
berlebih maka konsep adanya
perdagangan  internasional tidak
akan terelakkan.       Perdagangan
Kamboja, Thailand, Vietnam, Brunei
Darussalam, Filiphina, Myanmar, untuk
dapat saling bertukar dagang antara
produk yang tersedia pada masing-
masing  negara  sehingga
terpenuhinya perdagangan antar
negara. Penegasan kebebasan
berdagang  ini juga dinyatakan
dalam pedoman pelaksanaan
Deklarasi Masyarakat ASEAN
mengenai ASEAN sebagai kawasan
damai, bebas dan netral (zone of
peace, freedom and neutrality
declaration).146 Dengan adanya
deklarasi ini membuktikan keinginan
untuk melakukan perdagangan antar
negara di ASEAN telah menjadi
wacana sejak adanya deklarasi
masyarakat ASEAN di Kuala Lumpur
Tahun 1971. Dewasa ini  sesuai
dengan berkembangnya zaman dan
teknologi negara-negara juga akan
terus melakukan perdagangan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan
negara, oleh karena itu dibuatlah
deklarasi cetak biru komunitas
ekonomi ASEAN yang memiliki 4
(Empat) karakteristik utama salah satu
dari 4 (empat) karakteristik itu seperti :
1. Pasar tunggal dan basis produksi,
dengan 5 (lima) elemen utama
yaitu: (i) aliran bebas barang, (ii)
aliran bebas jasa, (iii) aliran
bebas investasi, (iv) aliran bebas
tenaga kerja terampil, dan (iv)
aliran modal yang lebih bebas.
Di samping kelima elemen
tersebut, pasar tunggal dan basis
produksi juga mencakup 2 (dua)
komponen penting lainnya, yaitu




seperti Singapura, Malaysia, Laos,
146 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional
Suatu Pengantar Cetakan Ke-5,Penerbit : CV.




kerjasama di bidang pangan,
pertanian, dan kehutanan.
2. Kawasan ekonomi yang
berdaya saing tinggi, dengan 6
(enam) elemen utama yaitu : (i)
kebijakan persaingan usaha, (ii)
perlindungan konsumen, (iii) hak
atas kekayaan intelektual (HKI),
(iv) pembangunan infrastruktur,




setara, dengan 2 (dua) elemen
utama yaitu: (i) pengembangan
usaha kecil dan menengah
(UKM), dan (ii) inisiatif integrasi
ASEAN (Inisiative for ASEAN
Integration/IAI).
4. Kawasan yang terintegrasi ke
dalam ekonomi global, dengan
2 (dua) elemen utama yaitu: (i)
pendekatan terpadu terhadap





ekonomi ASEAN yang mempunyai
daya saing tinggi dengan tetap
melihat elemen utamanya yakni
memberikan perlindungan terhadap
Hak Kekayaan Intelektual yang akan
memberikan kepastian hukum, serta
memberikan manfaat yang dapat
dirasakan dari segi politis, ekonomi,
sosial budaya bahkan pertahanan
keamanan. Menurut Muhammad
Djumhana beberapa  keuntungan
dan manfaat yang dapat diharapkan
dengan adanya perlindungan Hak
a. Perlindungan Hak Kekayaan











untuk mewujudkan iklim yang




pengetahuan, seni, dan sastra.
c. Pemberian perlindungan hukum
terhadap Hak Kekayaan
Intelektual bukan  saja
merupakan pengakuan negara
terhadap hasil karya dan karsa
manusia, melainkan juga secara
ekonomi makro merupakan
penciptaan suasana yang sehat




Ekonomi ASEAN perlu adanya
kesiapan terhadap pelaku usaha
yang akan menjalankan usaha baik
secara mikro kecil dan menengah,
kesiapan untuk dapat  bersaing
secara  bebas dengan negara-
negara ASEAN lainnya. Oleh karena
itu kesiapan para pelaku usaha salah
satunya dengan pendaftaran merek
ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (Ditjen KI) atau
Kekayaan Intelektual baik secara
mikro maupun ekonomi makro
diantaranya :
147 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah,
Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan
Praktiknya Di Indonesia, Penerbit : PT. Citra




Kementerian Hukum dan HAM yang
ada ditiap-tiap propinsi di Indonesia.
Akan tetapi, hingga saat ini jumlah
pendaftaran merek belum terlalu
signifikan, masih banyak masyarakat
yang menggunakan merek secara
asal-asalan, tak memelihat bahwa
merek sebagai brand image suatu
produk, padahal jika dilihat dalam
pasar bebas Masyarakat ekonomi
ASEAN ekonomi kreatif sangatlah
penting termasuk dalam kekayaan
intelektual merek baik dagang
maupun jasa. Pasar dalam negeri
berkembang karena peningkatan
daya beli masyarakat dan jumlah
kelas menengah yang kian
bertambah, pola konsumsi karya
kreatif yang berubah karena
konsumen menjadi co-creator dari
karya kreatif plus pertumbuhan
penduduk148. Selain itu kesadaran dari
masyarakat Indonesia sendiri
terutama  para  pelaku usaha  kecil
dan menengah tidak terlalu tinggi
karena masih adanya “budaya”
senang untuk dijiplak,  hal ini
sangatlah susah untuk dapat
berkembang bagi para pelaku usaha
sendiri. Sehingga di lapangan sangat
banyak dijumpai merek-merek yang
masih meniru. Selain kreatifitas
terhadap produk yang dibuat akan
meningkatkan produktivitas barang
atas jasa yang dijual akan tetapi tidak
akan sempurna suatu produk jika
148 Anonim, Regulasi, Salah Satu Kunci
Perkembangan Ekonomi Kreatif, Hukum







tanggal 15 September 2015.
tidak dikenal oleh khalayak ramai,
merek menjadi salah satu identitas
yang harus dimiliki oleh pelaku usaha,
di mana tujuan penggunaan merek
ini tidak hanya sebagai pengenal tapi





Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku






dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif yaitu
berupa penelitian kepustakaan




normatif ini dapat berupa




dan dapat pula suatu usaha
penemuan hukum inconcreto
yang sesuai untuk diterapkan
guna penyelesaian  suatu
perkara tertentu.150
149 Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji,
Penelitian Hukum Normatif, Penerbit: Rajawali
Pers, Jakarta, 2010. hlm. 23-24.
150 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial










digunakan antara lain, yaitu:
Pendekatan undang-undang
(Historical approach)151sehingga
penulis dapat mempelajari histori
terjadinya MEA dan memahami
terjadinya MEA dalam negara
ASEAN.
c. Bahan Hukum
Untuk memecahkan  isu
hukum sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang
seyogyanya, diperlukan bahan-
bahan hukum. Bahan-bahan
hukum terbagi menjadi 3, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai
otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan









2) Berne Convention 1979;
3) WTO (Agreement
Establishing the World Trade
Organization);
4) TRIP‟S (Agreement on Trade
Related Aspects of
5) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2000.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder
merupakan semua publikasi








topik masalah yang di kaji
dalam penelitian ini.152
c. Bahan Hukum Tersier












D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan negara
didukung juga dengan adanya Hak
Kekayaan Intelektual yang berasal
dari hasil kegiatan kreatif suatu
kemampuan daya pikir manusia yang
diekspresikan  kepada  khalayak
umum dalam berbagai bentuk, yang
bermanfaat dalam menunjang
kehidupan manusia yang memiliki
nilai ekonomis153 dengan adanya
kreatifitas yang dihasilkan oleh orang
Intellectual Property Rights);
152 Ibid, hlm. 155-156.
151 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian
Hukum, Penerbit: Kencana Prenada Media
Group, Jakarta ,2005, hlm. 93-95.
153 Candra Irawan, Politik Hukum Hak
Kekayaan Intelektual Indonesia, 2011,




perorangan maupun kelompok maka
akan ada inovasi terbaru untuk
memajukan suatu bangsa,
dikarenakan salah satu pajak terbesar
dari Hak Kekayaan Intelektual. Oleh
karena itu negara perlu melakukan
perlindungan kepada masyarakat
sebagai penemu, pencipta,
pendesain. Hak Kekayaan Intelektual
akan mendapat perlindungan hukum
apabila ide dan kemampuan
seseorang telah dituangkan atau
telah diwujudkan dan diekspresikan
dalam suatu bentuk karya yang
dapat dilihat/nyata, didengar,
maupun dipergunakan secara praktis.
Adapun wujud nyata dari suatu
kemampuan intelektual manusia
tersebut dapat dilihat dalam bentuk
penemuan teknologi, ilmu
pengetahuan, karya cipta seni dan
sastra, serta karya karya desain.154
Wujud nyata dalam Hak Kekayaan
Intelektual ini pun harus dapat
menghasilkan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat, agar
meningkatnya pertumbuhan
ekonomi. Salah satu kegiatan yang
akan menuju pertumbuhan
perekonomian dan akan dirasakan
oleh para pelaku usaha sendiri yakni
adanya perdagangan bebas yang
sesuai adanya kesepakatan negara
ASEAN untuk mengadakan pasar
bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di
dalam perdagangan bebas pada
Masyarakat Ekonomi ASEAN akan
terjadinya pemasukan produk yang
dijual secara bebas dari negara-
negara ASEAN, dapat dibayangkan
jika semua barang bebas untuk
154 Ida Bagus Wyasa Putra dkk, 2001, Hukum
Bisnis Pariwisata, Rafika Aditama, Bandung,
Hal.108.
dipasarkan di Indonesia, maka
kreatifitas dan inovasi dalam produk
khususnya sangat diperlukan jika tidak
akan membuat ketertinggalan
masyarakat itu sendiri dan pangsa
pasar akan lebih diminati barang dari
negara luar, hal ini merupakan salah
satu kekhawatiran terhadap
persaingan usaha, pemalsuan produk
dalam negeri, ketinggalan
produktivitas, tidak adanya daya
kreatifitas dan inovasi. Oleh karena itu
produk yang dijual selain adanya
kreatifitas dalam produk sendiri harus
juga terlihat dari merek dagang atau
jasa itu juga, karena dengan adanya
merek maka Hak Kekayaan
Intelektual memberikan aset ekonomi
yang tak ternilai harganya bagi
pemiliknya, dan mendapatkan
perlindungan hukum terhadap merek
yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Hal ini disebabkan juga karena merek
digunakan untuk membedakan suatu
barang tertentu dengan  barang
yang lainnya yang sejenis dengan
kualitas lebih rendah dari barang
aslinya. Selain itu, fungsi merek dapat
dilihat dari tiga sudut, produsen,
pedagang, dan konsumen. Bagi
pihak produsen, merek digunakan
untuk jaminan hasil produksinya
khususnya mengenai kualitas dan
pemakaiannya. Dari  pihak
pedagang, merek digunakan untuk
promosi barang-barang
dagangannya guna mencari dan
meluaskan pasaran. Bagi pihak
konsumen, merek digunakan untuk
mengadakan pilihan barang yang
akan dibeli. Selain itu, merek juga
berfungsi sebagai sarana promosi







jasa yang bersangkutan. Merek




Kenyataan di lapangan di
Indonesia para pelaku usaha yang
khususnya pada usaha mikro kecil
dan menengah tidak terlalu
memahami hal tersebut, para pelaku
usaha membuat usaha baik jasa
maupun barang dengan merek yang
asal-asalan seperti “Mie Ayam
Pakdeh Ndut” “bahkan tidak adanya
merek dagang dalam produk yang
dijual. Dari merek yang dibuat
kreatifitas dari pelaku usaha tidak
melihat nilai estetika karena “Mie
Ayam Pakdeh Ndut” hanya
sederhana, serta tidak memiliki
keunikan tersendiri. Sehingga jika
terjadi pembuatan yang sama oleh
pelaku usaha yang lain maka hal ini
akan merugikan pelaku usaha
tersebut, padahal dengan adanya
merek pelaku usaha memberikan
jaminan kepada konsumen bahwa
barang yang dibeli berasal dari
perusahaan atau produsen yang
dikehendaki, selera yang diinginkan
oleh konsumen. Selain itu dengan
adanya merek maka konsumen akan
mengingat produk barang atau jasa
yang dibeli oleh konsumen.
Walaupun telah adanya merek sesuai
dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek, yang dimaksud
dengan merek adalah:
”Tanda yang berupa gambar,
nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur




Apabila telah adanya merek
yang dibuat oleh pelaku usaha,
apabila tidak didaftarkan akan sia-sia
karena berdasarkan Pasal 3 Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 :
”Hak atas merek adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh
negara kepad pemilik merek
yang terdaftar dalam daftar
umum merek  untuk jangka
waktu tertentu dengan
menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberikan izin
kepada pihak lain untuk
menggunakannya”.
Jadi menurut Pasal 3 diatas
adalah  hak  merek akan timbul
apabila telah terdaftar dalam daftar
umum merek, disini ditekankan
bahwa  kepemilikan merek akan
timbul apabila merek tersebut sudah
didaftarkan, dan akan mendapatkan
perlindungan secara hukum. Adapun
tata cara pendaftaran merek yakni
merek didaftarkan pada Direktorat
Jenderal maka harus mengajukan
permohonan pendaftaran merek
sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun






empat yang diketik dalam
Bahasa Indonesia pada blanko
formulir permohonan yang telah
disediakan dan ditanda tangani
oleh pemohon atau kuasa.









dicatat oleh Direktorat Jenderal
seperti yang dimaksud dalam
Pasal 15 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Selanjutnya dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek disebutkan
bahwa setelah semua prosedur
tersebut dilalui maka selanjutnya
dilakukan  pemeriksaan  substantif
yang dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan,  pemeriksaan substantif
ini dilakukan paling lambat dalam
tempo waktu sembilan bulan. Di
dalam pemeriksaan substantif yang
memenuhi syarat merek yang dapat
didaftarkan pada Direktorat Jenderal,
apakah merek tersebut sudah
memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5,
dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Apabila merek tersebut sudah
memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan, maka selanjutnya
dilakukan   pengumuman
permohonan yang dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal disetujuinya permohonan
untuk didaftarkan. dilakukan yaitu
memeriksa apakah merek yang
dimintakan pendaftarannya tersebut
telah sudah memenuhi ketentuan
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek. Apabila merek
tersebut sudah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan, maka
selanjutnya dilakukan pengumuman
permohonan yang dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal disetujuinya permohonan
untuk didaftarkan. Dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal berakhirnya
jangka waktu pengumuman, tidak
terdapat keberatan atau sanggahan
sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek, maka
Direktorat Jenderal akan menerbitkan
Sertufikat Merek kepada pemohon
atau kuasanya.
Barang-barang buatan negara
ASEAN yang masuk ke Indonesia
secara bebas diperdagangkan akan
membawa dampak pada dunia
usaha atau dapat dikatakan ada
positif dan negatifnya dengan
adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN
ini terhadap persaingan produk-
produk lokal, salah satu upaya
perlindungan terhadap pelaku usaha
yakni pemerintah perlu
mempersiapkan masyarakat untuk
tetap mencintai dan menggunakan
produk-produk lokal karena hal ini
akan meningkatkan   gairah usaha
para pelaku  usaha karena
masyarakat konsumen mencintai
produk dalam  negeri yang
kualitasnya tak kalah bagus dengan
negara lain. Selain itu pemerintah
mempersiapkan para usaha mikro
kecil dan menengah untuk
meningkatkan daya saing produk.
Upaya Hak Kekayaan Intelektualnya
yakni  pemerintah mendaftakan
merek para usaha mikro kecil dan





meningkatkan kreatifitas maka upaya




usaha yakni dengan tindakan
mensosialisasi, membudayakan dan
memberdayakan Hak Kekayaan
Intelektual kepada seluruh lapisan
masyarakat khususnya pada merek
agar tidak terjadinya penggunaan
merek yang asal-asalan, merek yang
tidak mencerminkan produk yang
dijual, karena akan berakibat pada
pelaku usaha sendiri dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2015. Perlindungan
terhadap pelaku usaha dalam
menghadapi perdagangan bebas
antar negara ASEAN sangatlah
diperlukan demi terjadinya keadilan
dan kepastian hukum. Menurut
Satjipto Raharjo Hukum melindungi
kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut.
Pengalokasian  kekuasaan  ini
dilakukan secara terukur, dalam arti,
ditentukan keluasan dan
kedalamannya. Kekuasaan yang
demikian itulah yang disebut hak.
Tetapi tidak di setiap kekuasaan
dalam masyarakat bisa disebut
sebagai hak, melainkan hanya
kekuasaan tertentu yang menjadi
alasan melekatnya hak itu pada
seseorang.155 Perlindungan hukum
merupakan  suatu  hal yang
melindungi subyek-subyek hukum
melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan
suatu sanksi. Di dalam Hak Kekayan
Intelektual telah dikeluarkan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 200 Tentang
tersebut agar memperoleh sertifikat
merek yakni dengan mendaftarkan
merek tersebut. Dengan adanya
pendaftaran merek menjamin
kepastian hukum jika terjadinya
pelanggaran merek, selain itu harus
adanya dukungan dari masyarakat
serta pelaku usaha sendiri dalam Hak
Kekayaan Intelektual, karena
masyarakat harus menghilangkan
kebiasaan yang “senang” untuk
dijiplak, perlindungan menurut Cita
Citrawinda Priapantja ada lima
langkah strategis dalam
pembangunan sistem Hak Kekayaan




legislasi dan penyertaan pada
perjanjian internasional serta
kerjasama  internasional dan
koordinasi penegakan hukum.156
Dengan hal tersebut dapat
memberikan perlindungan terhadap
pelaku usaha dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
E. PENUTUP
Perlindungan hukum merupakan
suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku
dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Perlindungan
hukum merupakan suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum
melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan
suatu sanksi. Di dalam Hak Kekayan
Merek, salah satunya di dalam pasal
156 Cita Citrawinda Priapantja, Menyambut
155 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hal.
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Intelektual telah dikeluarkan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 200 Tentang
Merek, salah satunya di dalam pasal
tersebut agar memperoleh sertifikat
merek yakni dengan mendaftarkan
merek tersebut. Dengan adanya
pendaftaran merek menjamin
kepastian hukum jika terjadinya
pelanggaran merek, selain itu harus
adanya dukungan dari masyarakat
serta pelaku usaha sendiri dalam Hak
Kekayaan Intelektual, karena
masyarakat harus menghilangkan
kebiasaan yang “senang” untuk
dijiplak.
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